
WALIKOTA AMBON,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentailg Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017' Nomor 14
Seri A Nomor 02), perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-Undang  Nomor  60  Tahun  1958  tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat  I  Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun IS^58
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 1645);

2.Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4^ 00);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan
Retribusi Daerah (L^mbaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

4.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

5.Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur  Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955  Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
809);• ... .
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6.Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3137);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara  Republik

Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

13.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

14.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran daerah Kota Ambon
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah

Nomor 322) ;
15.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor Tahun 2017

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

16.Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun
2016 Nomor 49);



Pasal 2

Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alarnat penerima dan
besaran hibah dalam Larupiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD.

Rp. 5.000.000.000,00,-

Rp.30.009.058.051,00 ,-

Rp.0,00,-  

Rp.35.009.058.051,00,-

2) Bertambah/(Berkurang)  Rp^

JumlahPengeluaran
Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan netto Setelah Perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan

Rp.5.000.000.000,00,-

Rp. 6.013.172.342,00,-

Rp.28.995.885.709.00.-

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan

1)Semula

2)Bertambah

Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

b.Pengeluaran

1) Semula

Rp.1.246.377.481.877,00,

Setelah

Rp.l. 136.681.013.790,88,-
Rp. 109.696.468.086,12,-

2. Belanja Daerah

a.Semula

b.Bertambah

Jumlah   Belanja
Perubahan

Rp. 1.216.368.423.826,00,

Rp. 1.135.667.841.448,88,-

Rp.  80.700.582.377,12,-

1. Pendapatan Daerah

a.Seniula

b.Bertambah

Jumlah  Pendapatan  Setelah
Perubahan

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
terdiri atas:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



BERI-A DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 33 Seri A Nornor 09

LATUHERU

Diundangkan di Ambon
paria-ti^aggal  10 November 2017

AMBON,
7

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 November 2017

. Pasal 3

Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tercantum
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;

2.Lampiran la Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3.Lampiran Penjabaran Perubahan APBD_ menurut  Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi
Hibah yang diterima ;

5.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial yang diterima.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

I.   UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana tahunan
Pemerintah Daerah yang menggambarkan _semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban. Selain berfungsi sebagai rencana tahunan Pemerintah
Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga merupakan instrument
dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat guna mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
Dalam rangka penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan, yang dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang
bersangkutan. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah
daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan
situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut
dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun
pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi
pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti
selalu tentang penaunbahan anggaran.Sesuai dengan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat
mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut:

Terjadi perkembangan yang tidak sesuai "dengan asumsi Kebijakan umum
anggaran (KUA);

1. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

3.Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

4.Keadaan darurat; dan

5.Keadaan luar biasa.

Pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan yang formulasinya
dicantumkan dalam DPPA-SKPD.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 33TAHUN2017

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017



TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 33 Seri A
Nomor 09

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas


